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MOTTO 

 

“Sebetulnya, orang-orang yang beriman dan beramal shalih, mereka-mereka itu 

adalah sebaik-baiknya makhluk.” 

(Qs. Al-Bayyinah : 7) 
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Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta. Muhammad 

Marisfian Nurdiansya, C100100143, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

ABSTRAK 

Izin pedagang eceran obat merupakan suatu bentuk keputusan tata usaha negara 

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta. Setiap orang atau badan yang menyimpan dan menjual 

obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas secara eceran di tempat tertentu 

harus mempunyai izin pedagang eceran obat. Dalam negara hukum setiap tindakan 

dari badan atau pejabat tata usaha negara harus berdasarkan pada hukum dan untuk 

menjamin terciptanya kesejahteraan dan tegaknya hukum yang mengatur perizinan 

pedagang eceran obat maka diperlukan adanya penegakan hukum sebagai usaha 

untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya dan mengawasi pelaksanaannya 

serta apabila terjadi pelanggaran maka untuk memulihkannya adalah dengan 

penegakan hukum. Dalam perkembangannya, pandangan terhadap penjualan obat 

secara eceran atau dalam jumlah tertentu dianggap biasa dan tidak harus 

memerlukan izin. Akan tetapi tidak ada batasan yang diberikan oleh hukum dalam 

menjual obat secara eceran ini tidak memerlukan izin. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat dan juga 

untuk mengetahui secara jelas mengenai hambatan dalam pelaksanaan perizinan 

pedagang eceran obat di Kota Surakarta, yakni dalam hal ini agar dapat diketahui 

apakah pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat telah sesuai dengan peraturan 

hukum yang berlaku. 

 

Kata kunci: Izin Pedagang Eceran Obat, Welfare state, Penegakan Hukum 

 

Implementation of drug retailer licensing in Surakarta, Muhammad Marisfian 

Nurdiansya, C100100143, Law Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta 

 

ABSTRACT 

Drug retail license is an administrative decison that issued by administrative 

officials in this case Health Department of Surakarta. Everyone and enterprises 

that save and sell in retail over the counter drug at the particular place should 

have drug retail license. In the state of law every action of administrative officials 

should based in the law and to guarantee created livelihood and upright the law 

that set about drug retailers licensing so need law enforcement as way to 

implements the law as it should be and oversee the implementation and if happen 

violation so in the way to recovery by law enforcement. In the times, perception of 

drug retail or in certain amount considered ordinary and should not need license. 

But there is not restriction given by law in terms sell at retail the drug is not need 

license. The destination of the research is ti know about the implementation of 

drug retailer licensing and to know clearly about the obstacle in this case in 

Surakarta, so in this case to know Is the implementation is appropriates with the 

law.      

Keywords : Drug Retail License, Welfare state, Law Enforcement 




